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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan penetapan antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN BANDUNG.,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmadiji
Budijanto, SH, dan Rekan advokat yang berkantor di
Perumahan Permata Kopo, Blok C No0.38, RT 005, RW
014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten
Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04
Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa
Nomor 1420/Adv/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, alamat semula bertempat tinggal di
KABUPATEN BANDUNG., dan sekarang bertempat
tinggal di KABUPATEN BANDUNG., selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus
2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,
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Nomor 4855/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 06 Agustus 2020 pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah,
yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 1985,
yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
143/KB.111785, tanggal 05 Agustus 2020, dan Kutipan Akta Nikah Nomor :
143/1985 tanggal 6 Mei 1985;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat membina Rumah Tangga di wilayah Hukum Kabupaten
Bandung, Propinsi Jawa Barat dan bertempat tinggal bersama di
KABUPATEN BANDUNG, selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun,
dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
2.1 ANAK KANDUNG, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 15 Februari

1988;
2.2 ANAK KANDUNG, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 02 Oktober
2008;
2.3 ANAK KANDUNG, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 22 Desember
2010;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak sekitar awal
tahun 2013;

4, Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang dapat menggoncangkan mabhligai bahtera rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara
Penggugat dan Tergugat adalah :
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4.1 Tergugat kurang Perhatian/tidak peduli terhadap Penggugat dan

keluarga;

4.2 Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan sudah menikah lagi;

4.3 Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan Nafkah

lahir dan batin;
5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak
dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal
1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga)
Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang
sakinah, mawadah dan rohmabh telah tidak dapat dicapai lagi;
6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk
mempertahankan keaadan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin
hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan
kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga
dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan
terjadi pada sekitar awal tahun 2016;
7. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah
tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara
bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak
berhasil, bahkan Penggugat pernah meminta tolong Pihak Keluarga
Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan
Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;
8. Bahwa dengan adannya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang
diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada sekitar awal tahun 2016
Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai
dengan sekarang, kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, yang pada
akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama
Soreang Kelas Il, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya

suami - istri;

Him. 3 dari 7
Putusan 4855/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai tenaga Pendidik/Guru
dan berstatus PNS, telah mendapatkan izin untuk melakukan Perceraian dari
Sekretariat Daerah  Pemerintah  Kabupaten Bandung, Nomor
800/Kepeg.30/BKPPD/2018, Tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap
Pegawai Negeri Sipil an. Sdri. Tati Hartati, Nip. 19631206 198305 2 003,
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/A, Jabatan Guru, Unit Kerja SDN
Lamajang 04, UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pangalengan, Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwva sebagaimana
dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena
itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan
Tergugat;

11. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas
I, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta
memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang
berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah
ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan

selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
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SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun
kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut
gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bersedia untuk
rukun kembali dengan Penggugat serta Penggugat mengajukan permohonan
untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk
mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
4855/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami Anwar, Lc. sebagai Ketua
Majelis, Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.l. dan Erfani, S.H.l., M.E.Sy. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Utami Nurwullan, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.l. Anwar, Lc.
Hakim Anggota I,

Erfani, S.H.l.,, M.E.Sy.
Panitera Pengganti,
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